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 Penelitian ini dilatarbelakangi dari adanya perbedaan pendapat oleh hakim 

ada yang menolak dan mengabulkan permohonan isbat nikah ketika tidak memiliki 

anak. Hal ini tidak ada dasar hukum pasti, akan tetapi hakim memiliki pandangan 

yang berbeda dalam menangani permohonan ini. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pendapat dan alasan serta dasar hukum hakim Pengadilan Agama 

Batulicin, Banjarmasin, dan Kuala Kapuas tentang permohonan isbat nikah yang 

tidak memiliki anak. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Subjek pada penelitian 

ini ialah sepuluh orang hakim, tiga hakim pada Pengadilan Agama Batulicin, tiga 

hakim pada Pengadilan Agama Banjarmasin, dan empat hakim pada Pengadilan 

Agama Kuala Kapuas. Data yang digali adalah mengenai pendapat, alasan, dan 

dasar hukum hakim terhadap permohonan isbat nikah yang tidak memiliki anak. 

Data dikumpulkan dengan teknik wawancara, kemudian diolah dengan proses 

editing, deskripsi, dan matrikasi. Setelah data diolah kemudian dianalisis dengan 

teknik kualitatif.  

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pendapat pada 

hakim dalam menangani permohonan isbat nikah yang tidak memiliki anak. 

Beberapa hakim menolak permohonan karena kurangnya alasan hukum dan tidak 

adanya kepentingan mendesak, selain itu umur pernikahan dan usia saat menikah 

juga dipertimbangkan. Sebaliknya, hakim akan mengabulkan permohonan dengan 

pertimbangan bahwa telah memenuhi syarat formal dan tidak melanggar aturan 

hukum yang berlaku serta harta bersama juga dipertimbangkan. Perbedaan 

pendapat ini berdampak kepada ketidakpastian hukum ketika para pemohon ingin 

mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama karena hakim memiliki pandangan 

yang berbeda sehingga menghasilkan variasi dalam penetapannya. Dasar yang 

digunakan sebagai acuan oleh hakim beragam, diantaranya SEMA Nomor 3 Tahun 

2018 terkait permohonan isbat nikah poligami atas nikah siri, KHI, Undang-

Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, serta aspek kepentingan hukum.  

 


